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PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 44 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Memmbang :a. bahwa dalam rangka menyesuaikan ketentuan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tabun 2010  tentang  Standar  Akuntansi
Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negen
Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada
Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyisihan Piutang Dan Penyisihan Dana Bergulir
Pada Pemerintah Daerah, perlu melakukan
perubahan lampiran dalam Peraturan Wali Kota
Medan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Kota Medan, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Wali Keta Medan
Nomor 46 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 24 Tahun 2014
Temtang Kebijakan Akuntansi Pemerntah Kota
Medan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu membentuk
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 24
Tahun 2014 Tentang Kebijakan  Akuntansi
Pemerintah Kota Medan;

Mengingat :1. Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;



Undang-Undang Nomeor 8 Drt Tahun 1%06 tentang
Pembentukan * Daerah Otonom Kota-Kota DBesar
Dalam Lmgkungan Daerah Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomeor 1092}

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran HMNegara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indeonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tabhun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor o
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4.355);

Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republk
ndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambaban
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
Dan Pemerintah  Daerah  [Lembaran  Negara
Republik Indonesfa Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubab beberapa kal terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tabun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintaharn
Daerah [Lembaran Negara Republik ndonesia
Tabun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indenesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973
tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3005);



g,

10.

1.
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Peraturan Pemerintah Nemor 50 Tahun 1991
tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan
Mardinding Di Wilayah  Kabupaten Daerah
Tingkat I Kare, Kecamatan Pematang Bandar, Huta
Bayu Rap Dan Ujung Padang Di Wiayah
Kabupaten Daerah Tingkar [  Simalungun,
Kecamatan Parbuluan di Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat I Dairi Dan Kecamatan Medan
Petisalh, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan
Amplas dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat I Medan Dalam Wilayah Propinst
Daerah Tingkat | Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992
tentang  Pembentukan 18  (Delapan Belas)
Kecamatan Di Wiayah Kabupaten-Kabupaten
Daerah Tingkar 1 Simalungun, Dairi, Tapanuli
Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah,
Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat 1 Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat ! Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65}

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
rentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambaban
Lembaran Megara Republik Indeonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintahh Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangarn
Pimpinan Dan Anggota Dewsan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara  Republik  Indonesia Nomor 4416}
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pernerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakiian Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712 ;
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum ({Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia  Nomor  4502),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
FPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Feraturan Pemeéerintah Nomor 36 tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Noror 4575);

Peratyran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistemn  Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Momor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor £5
Tahun 2010 tentang Perubxahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem
Informast ¥Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia
Nomor 5155);

Peraturar Pemerintah Nomer 58 Tahun 20035
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nornor 4578);

Peraturan Pemerintalh Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi
Pemerintah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614};

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3165},
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Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

Peratuyran Pemerintah Nomor 2 Talun 2012
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Neger! Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman  Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negerd
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaann Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menterd Dalam Negeri Nomor 61
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuyangan Badan Layanan Umum Daerah;

Pergturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Danl
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomer 450), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Namor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 341];

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor &4
Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan DBerbasis Akrual Pada Pemerintah
Daerah  {Berita Negara  Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomeor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73
Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang
Dan Penyisihan Dana Bergulir Pada Pemerintah
Daersh  (Berita Negara Republik Indeonesia
Tahun 2015 Nomor 1752);



26, Peraturan Menteri Dalam Negeri DNomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah  (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036);

27, Peraturan Daerah Kota Medan Momor 7
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan
Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Medan Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALl KOTA TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN WALl KOTA MEDAN
NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN
AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA MEDAN.

Pasal [

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 24
Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Medan
{Berita Daerah Kota Medan Tahun 2014 Nomor 24}, sebagaimansa
telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 45
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan

Normnor 24 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah

Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2015 Nomor 46)

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran mengenai Kebijakan Aliuntansi
Piutang Huruf C Angka 12 diubah, sehingga berbunyi sebagal
berikut:

12. penggolongan kualitas plutang bukan pajgk khusus untuk
objek retribusi:
g kualitas lancar:
1} umur piutang O {nol) sampai dengan 1 (satu) bulan;
dan/atau
2 apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan
sampail dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkar.
b, kualitas kurang lancar:
1} urpur piutang 1 [satu] bulan sampal dengan 3 (tiga]
bulan; dan/atau
2} apabila wajb retribusi belum melakukan pelunasan
dalam jangka waktu 1 (satu] bulan terhitung sejak
tanggal surat taglhan pertama tidak dilakukan
pelunasan.



¢. kualitas diragnkan:
) umur piutang 3 (dga} sampai dengan 12 {(dua belas)
bulan; dan/atau
2 apabila wajb retribusi belum melakukan pelunasan
dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejpk
tanggal surat tagihan kedua tdak dilakukan
pelunasan.
d  kualitas macet:
1y umur piutang lebih dari 12 {dua belas) bulan; dan/atau
2) apabila wajb retribusi belum melakukan pelunasan
dalam jangka wakm 1 {saty) bulan terhitung sejak
tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan
atau piutang telah diserabkan kepada instans! yang
menangani pengurusan piutang negara.

2. Ketentuan dalam Lampiran mengenai Kebijakan Akuntansi

Piutang Huruf C Angka 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
13. penggolongan kualitas piutang selain pajpk dan retribusi:

a. kualitas lancar, apabila belum melakukan pelunasan
sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;

b. kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1
[satu} bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama
ridak dilakukan pelunasan;

c. kualitas diragukan, apabila dalam jangka waktu } [(satu]
bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak
dilakukan pelunasan; dan

d. kualitas macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan
terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak
ditakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan
kepada instansi yang menanganl pengurusan plutang
negara. .

Ketentuan dalam Lampiran pada Kebijakan Akuntansi Piutang
Huruf D Angka 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. penyisthan piutang tidak tertagih:

a. kualitas lancar, sebesar 0,5 %{nol koma lira persen),

b. kualitas kurang lancar, sebesar 1050 (sepulubl persen) dar
piutang dengan kualitas kurang lancar,

c. kualitas diragukan, sebesar 5% (lima puluh persen) dari
piutang dengan kualitas diragukan setelah  dikurang!
dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan {jika ada);
dan

d. lkualitas macet, 100%4 {seratus persen) dari piutang dengan
kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau
nilai barang sitaan (jika ada).



4. Ketentuan dalam Lampiran pada Kebijakan Akuntansi Piutang
Huruf D Angka 2 dihapus.

5 Ketentuan dalam Lampiran pada Kebijakan Akuntansi Piutang

Huruf E Angka 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

4. Penghapustagihan atau penghapusan mutlak plutang
ditakukan dengan cera menutup ekstrakomptabel dan tidak
melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam Catatan Atas
Laporan Keuangan,

Pasal 1
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memeérintahkan pengundangan

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatarnya dalam Berita Daerah
Kota Medan.

Ditetapkan & Medan
pada tanggal 9 Desember 2016

WALI KOTA MEDAN,
trd

DZULMI ELDIN 3

Diundangkan di Medan
pada tanggal ¢ Desember 2016

SEKRETARIS D;\ERHH KOTA MEDAN,

SYAIFUL BAHRI

—

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2016 NOMOR 44.



